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JAKARTA — Viral di media sosial tentang adanya pendampingan kasus dari istri
seorang hakim yang bertugas di sebuah Pengadilan Negeri (PN) Sulawesi
Tengah (Sulteng) saat mengikuti sidang Praperadilan di dalam ruang PN
Denpasar Bali. Hal tersebut mendapatkan sorotan tajam dari Sekjen Mata
Hukum, Mukhsin Nasir, Kamis (15/6/2023)

“Yang perlu dipertanyakan ialah kehadiran seorang oknum hakim yang
mendapingi saat sidang Praperadilan di dalam ruang PN Denpasar Bali. Apakah
dia mendapatkan izin dari Pengadilan Tinggi Sulteng ataupun dari Mahkamah
Agung,” kata Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir lewat sambungan selulernya,
Kamis (15/6/2023)

Selanjutnya, Sekjen Mata Hukum mempertanyakan apakah hakim yang ketua PN
Pengadilan Parigi Moutung tersebut mendapatkan izin dari atasannya untuk
mendapingi istinya dalam persidangan Perapradilan di PN Denpasar Bali.



Meskipun ada izin dari pimpinan untuk mendampingi isti, kata Mukhsin apakah
dalam permohonan izinnya untuk mendapingi istinya di Bali itu tak melanggar
kode etik oleh penilaian pimpimam.

“Jadi hakim yang yang hadir masih menjabat Ketua PN di Parigi Moutong patut
dipertanyakan. Dua poin harus dipertanyakan karena dia seorang Ketua PN yang
menghadiri istrirnya yang sedang berperkara di Bali. Kalaupun ternyata
permohonan izinnya tidak berkesesuaian untuk mendampingi istri tetapi izin
untuk acara lain itu jelas salah karena membohongi pimpinan dan nnegara,” jelas
Mukhsin.

Dijelaskan Mukhsin, jika seorang hakim sudah melakukan kebohongan terhadap
kepentingan pribadinya. Kata Mukhsin bagaimana juga ke masyarakat, sebab ini
sangat berbahaya karena bisa mencederai nama baik institusi peradilan di
institusi public.

“Tetapi sekalipun ada izin dari atasannya di Pengadilan Tinggi Sulteng, surat izin
tersebut tentu harus disampaikan kepada PN Denpasar Bali karena dia adalah
seorang hakim dan ASN,” tutur Muksin.

Selanjutnya, meskipun izin tersebut dilaporkan ke PN Denpasar Bali tentu
apakah tidak mempengaruhi terhadap proses persidangan istrinya karena dia
merupakan seorang hakim. Tapi kalau memang kehadirannya di dalam
persidangan praperadilan mendapatkan restu berarti PN Denpasar menganggap
tidak masalah.

“Kalau dia melaporkan izinnya ke pengadilan setempat, berarti menurut
pertimbangan setempat tidak bermasalah. Apakah pertimbangan pengadilan
Denpasar itu dianggap tak melanggar etika karena diizinkan dan ini disaksikan
oleh masyarakat,” tutup Muksin menjelaskan.

Untuk diketahui, sebelumnya diberitakan adanya seorang hakim di PN Sulawesi
Tengah pada Selasa 13 Juni 2023 tertangkap kamera ikut menyaksikan dan
mendampingi istinya yang sedang berperkara terkait kasus merk dagang di PN
Denpasar Bali. Dia bersama istrinya berinisial OH yang telah ditetapkan sebagai
tersangka oleh Polda Bali. Padahal area tersebut terlarang bagi siapapun yang
sedang berperkara di mana saat ini OH tengah menjalani proses Sidang
Praperadilan atau sebagai pemohon dengan termohon Polda Bali. (Hadi/Red)



